BAB Il

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah hingga pembahasan yang telah

diurakan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Terdapat tiga jenis ultra petita, dua diantaranya diperbolehkan untuk
digunakan oleh hakim, sedangkan terdapat satu yang tidak
diperbolehkan yaitu dimana hakim menjatuhkan putusan dibawah
minimum atau diatas maksimum khusus yang terdapat dalam undang-
undang. Salah satu undang-undang yang memiliki batas minimum dan
maksimum khusus adalah Undang-Undang Narkotika. Pidana denda
dalam Undang-Undang Narkotika merupakan salah satu stafmaat yang
memiliki batasan minimum dan maksimum khusus yang harus dipatuhi
oleh para hakim dalam memberikan putusan, maka, hakim tidak
diperbolenkan menjatuhkan pidana denda secara ultra petita dalam

tindak pidana narkotika.

2. Putusan nomor 212/Pid.Sus/2019/PN.SGI dibutuhkannya alasan-alasan
atau pertimbangan hakim, baik alasan pemberat maupun alasan yang
memperingan atau sebagai pertimbangan non yuridis hakim, yang
menjadi penjelasan bahwa terdakwa layak untuk dijatunhkan hukuman
denda ultra petita atau di bawah dakwaan jaksa penuntut umum, namun,

dalam putusan 212/Pid.Sus/2019/PN.SGI tidak ditemukannya penjelasan
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mendetail akan hal tersebut, sehingga tidak dapat memperkuat putusan
ultra petita yang diberikan oleh majelis hakim. Pada putusan nomor
212/Pid.Sus/2019/PN.SGI juga berada di bawah batasan denda yang
terdapat dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Putusan
nomor 212/Pid.Sus/2019/PN.SGI pada denda yang bersifat ultra petita

tidak dapat dibenarkan.

B. Saran
Berdasarkan analisis diatas, maka ada baiknya dilakukan hal-hal berikut:

1. Terlihat dengan jelas terdapat batasan minimum dan maksimum khusus
dalam Undang-Undang Narkotika, maka dari itu perbuatan ultra petita
tidak dapat dibenarkan. Haruslah ada aturan yang secara tegas melarang
untuk para penegak hukum memberikan putusan ultra petita karena
dianggap tidak adil dan hakim tidak diperbolenhkan menyimpang dari
aturan undang-undang, jadi, ada baiknya Mahkamah Agung untuk
membuat surat edaran atau himbauan kepada pada hakim untuk membuat

larangan penggunaan ultra petita.

2. Memutus perkara haruslah didasarkan pada pertimbangan hakim yang
jelas, maka hakim haruslah menegaskan pertimbangannya di dalam
persidangan atau pun tercatat di putusan. Terutama dalam penjatuhan
ultra petita yang dapat memperkuat alasan hakim pada putusan nomor
212/Pid.Sus/2019/PN.SGI yang menjatuhkan pidana denda dibawah

batas minimum.
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